LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
BANYUMAS
TAHUN 1980 SERI D NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
) BANYUMAS

| NOMOR : 7 TAHUN 1979
TENTANG

PENDAF TARAN, UJIAN PENYARINGAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENT IAN SEMENTARA DAN PEMBERHENT AN PA-

MONG DESA SELAIN KEPALA DESA.

&
- DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! KEPALA DAERAH TINGKAT |1 BANYUMAS,

Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan PemerintahanDesa

yang jujur, bersih dan berwibawa, perlu di-

upayakan adanya aparatur yang memiliki sya-

rat-syarat pendidikan, kejujuran, kemampu-
an kerja dan penuh rasa pengabdian ;

2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetap -
kan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran,
Ujian Penyaringan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Pa-

mong Desa selain Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Ten-
g tang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
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2, Undang-undand Nomor 13 Tahun 1950 Tentahg

Pembentukan D
ropinsi Jawa Tengah.

aerah-daerah Kabupaten Dalar,

' z D
Lingkungan |

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965, Tentang

Desa Praja, JO Undang-undang Nomor 6 Tahun
1969.

4. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 1 Tja-
hun 1978 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pe-
ngangkatan, Pemberhentian Sementaradan Pem
berhentian Kepala Desa, jo Peraturan Menteri-

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa -

ten Daerah Tingkat 1l Banyumas,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
: TINGKAT |1 BANYUMAS, TENTANG PENDAF -
TARAN, UJIAN PENYARINGAN, PENGANGKAT-
' AN, PEMBERHENT IAN SEMENTARA DAN PEM-
BERHENT AN PAMONG DESA SELAIN KEPALA
DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud déﬁgan :

a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat |1 Banyl
mas.
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b. Pembantu Bupati ialah Pembantu Bupati Kepala Daerah Ting
kat || Banyumas yang mewilayahi desa yang bersangkutan.
c. Camat ialah Kepala Wilayah Kecamatan yang membawahi De-
sa yang bersangkutan.
d. Musyawarah Desa ialah rapat warga desa yang dihadirioleh:
1. Kepala Desa dan Pamong Desa,
2. Ketua-ketua Rukun Tetangga dan Rukun Kampung,
3. Pengurus Lembaga Sosial Desa,
4. Sesepuh Desa/Tokoh Masyarakat Desa.

e. Pamong Desa ialah Pejabat/Aparat Pemerintah Desa yang
terdiri dari :
1. Bau,
2. Carik,
3. Tukang Uang,
4. Kayim/Modin,
5. Ulu-ulu Desa,
6. Kebayan,
7. Polisi Desa.

f . Pelamar ialah seorang yang telah mendaftarkan diri dan di-
nyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyaringan;

g. Calon iatah Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penya=
ringan ;

h. Panitia Ujian ialah Panitia Ujian Penyaringan Calon Pamong

Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat || Banyumas.

BAB |l
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LOWONGAN PAMONG DESA

Pasal 2

(1). Pamong Desa lowong karena :

a. meninggal dunia,

b. diberhentikan.
Dalam hal jabatan Pamong Desa lowong, selambat~lambat )

(2). .
alam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus sudah terisi

nya d
kembali.

Pasal 3

(1). Setiap persiapan pengisian lowongan jabatan Pamong Desa,

baru dapat dimulai setelah ada ijin Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pengisian lowongan jabatan Pamong Desa dite

(2).
tapkan sebagai berikut :
a. Pengumuman Pembukaan Pendaftaran ;

b. Penyelenggaraan Pendaftaran ;
c. Penyelenggaraan Ujian Penyaringan ;

d. Musyawarah Desa untuk mengumumkan hasil ujian dan pe

netapan Calon yang diusulkan.

Pasal 4

(1). Dalam pengisian lowongan jabatan Pamong Desa harus diu-
sahakan sedemikian rupa sehingga tidak melahirkan adanya,
famili sistim.

(2). Untuk pengisian lowongan jabatan Pamong Desa, diutamakan
dari Pamong Desa setingkat lebjh rendah, Anggota Hansip /
Wanra, Anggota Pengurus RT/RK dan Pengurus Lembagd ~
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lembaga Desa yang memenuhi syarat.

(3). Untuk pengisian lowongan jabatan Kayim/Modin,Calon yang
diusulkan harus memenuhi juga syarat-syarat dan ketentu -

an-ketentuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Pasal 5

Pengisian jabatan Pamong Desa tidak dibenarkan dengan calon

tunggal, kecuali dengan ijin Kepala Daerah.

BAB Il
PENDAF TARAN
Pasal 6

(1). Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sete

lah dikeluarkan ijin seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal

3 Peraturan Daerah ini, Camat mengumumkan pembukaan

pendaftaran.

(2). Pengumuman pembukaan pendaftaran seperti dimaksud da -

lam ayat (1) pasal ini disertai penjelasan segala sesuatu

yang berhubungan dengan syarat-syarat pendaftaran serta

tata laksana Ujian Penyaringan.

(3). Jangka waktu pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari

terhitung se jak pengumuman pembukaan pendaftaran dikelu-

arkan.

(4). Jika wa

rang mencukupi,

ktu dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dipandang ku -

Camat dapat mengajukan permohonan  ijin

perpanjanaan kepada Kepala Daerah.

(5). Pembukaan pendaftaran diumumkan di Kantor Desa atau di



(6).

. Yang dapat diteri
dalah penduduk Dé

a.
b.

- U

tahan Desa yang bersangkutan

idak dipungut biaya.

ma sebagai pelamar Calon Pamon Des,
: : 3

sa Warganegara Indonesia yang .

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
setia dan taat kepada Pancasila dan Undang_undang -

sar 1945 ;
setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;

tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung da
lam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatyan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PK| dan atau
organisasi terlarang lainnya ;

terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan se-

cara sah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun de-

ngan tidak terputus—putus ;

. sehat jasmani dan rokhani ;

. tidak pernah dihukum oleh yang berwajib karena melaku

kan tindak: pidana ;

- tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Penga~

dilan yang telah mempunyai kekuatan pasti ;

+ sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan setingd'

~tingginya telah berumur 50 tahun ;

* Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar serendah.-.l‘_e!"dahnya

Sekolah Dasar atay sederajat.
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(3).
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Untuk Pengisian Lowongan Jabatan Carik dan Tukang Uang
sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Per-
tama atau yang sederajat.

Untuk pengisian lowongan Tukang Uang tidak beleh ada hu-
bungan famili dengan Kepala Desa yang bersangkutan sam -
pai derajat ketiga, baik lurus maupun ke samping, termasuk

menantu dan ipar.

. Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Repu-

blik Indonesia selain harus memenuhi syarat-syarat seper-
ti tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus pula memiliki su-

rat keterangan lolos butuh dari atasannya yang berwenang.

BAB [V
UJIAN PENYARINGAN
Pasal 8

Kepala Daerah membentuk Panitia Pengawas Ujian Penyaringan.

(1.

(2).

Pasal 9

Atas nama Kepala Daerah, Pembantu Bupati Kepala Daerah

membentuk Panitia Ujian ;

Susunan Panitia Ujian seperti dimaksud dalam ayat (1) pa -
sal ini terdiri dari :

Penasehat - Pembantu Bupati Kepala Daerah.
Ketua . :Camat.

Wakil Ketua : Mantri Polisi Pamong Praja.
Penulis : Kepala Kantor Kecamatan.

Anggota : 1. Kepala Kantor Departemen P dan K Ke -
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camatan:
pala Ninas Pertanian Kecamatan,
i .

2, Ke
ala Desd yal

) hersangkutan,

3. fLepi
N Penyaringan (
rti dimnksud dalam ayat (2) pasa| b

’ I di

ama Kecamatan,

“alon Kayim/Modin ke

untuk Lhjre

Khusus
epe

(3).
gotaan Panitia s

tambah Kepala Kantor Urusan Ag

pPasal 10
dimaksud dalam pasal 9 PeraturanDaergh

Panitia Ujian seperti
rtanggung jawab kepada Kepala Dae

ini berada di bawah dan be

rah.

Pasal 11

(1). Panitia Ujian mengadakan penelitian tentang syarat- syarat

pendaftaran sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Da

erah ini.
Pelamar yang memenuhi syarat diberikan tanda pendaftaran

(2).

yang berisi nomor, nama, alamat, pekerjaan serta pas foto
Pelamar.
(3). i

). Setelah waktu dimaksud dalam ayat (3) pasal 6 Peraturan
Daerah ini '

e ;m berakhir dan telah diadakan penelitian sepertidi
maksu I i i
o "a am ayat (1) pasal ini, Panitia Ujian menetapkan

u ujian d i
W J an memanggil pelamar untuk mengikuti ujian.
. Ketentuan waktu dan panggqil i
gilan ujian selambat-lambatnya st

dah diterima ol
eh pelamar 3 (tiga) hari sebelum waktuujian:

Pasal 12

(1). Untuk
segala ‘
kegiatan Panitia Ujian dibuat berita acara:



(2).

(1.

(2).

(1)

(2).

(3).

(1).

(2).
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Berita Acara seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diki

rimkan serta pada penyampaian usul pengangkatan Pamong

Desa dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini.
Pasal 13

Ujian Penyaringan diselenggarakan oleh Panitia Ujian se-
perti dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Panitia Ujian membuat Tata Tertib Ujian.

Pasal 14

Panitia Ujian mempersiapkan bahan ujian, mengoreksi dan

melakukan segala sesuatu yang bersifat penyaringan.

Untuk menjaga kerahasiaan bahan ujian serta pertanggung=

a, Panitia Ujian dapat menugaskan kepada seo -

an jawabny

rang atau lebih untuk menyiapkan naskah ujian tertulis.

Panitia Ujian menyiapkan bahan-bahan ujian sesuai dengan

Program-program Pemerintah serta petunjuk Kepala Dae-

rah.

Pasal 15

Jika pada waktu yang telah ditetapkan seperti dimaksud da-

pasal 11 Peraturan Daerah ini terdapat pela-

lam ayat (3)

mar yang tidak dapat mengikuti ujian, maka Panitia Ujianda

nnya ujian susulan.

pat mempertimbangkan diadaka
at-lambatnya da

Ujian Penyaringan susulan diadakan selamb

lam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan u
h Pelamar yang telah te

jian uta-

ma dan hanya dapat diikuti ole rdaf-



(3).

(1.

(2).

(3).

(1).

(2).

10 -

prena alasarn: alasan yang sy ah

tar, vana tidak dapatl hadir ke
Permintaan untuk menaadakan ujian penyaringan susular o
v |,m~_qn.ugkumn goecara tertulis ke -

an oleh Pelamar y ar
ambatnya 2 (dua) hari setelah

a ik
lambat |

pada [Canitia Ujian se

lengaataan ujian utama.

N menyclujui permint
ni, maka mengenai pemberitahuan pe -

penye

Jika Panitia Ujia aan seperti dimaksud
dalam ayat (3) pasal i
netapan waktu dan tempat uji

am ayat (4) pasal 11 Perat

an berlaku ketentuan seperti dj
uran Daerah ini,

maksud dal
Pasal 16

Ujian lisan diselenggarakan paling cepat pada hari berikut -

nya setelah ujian tulis selesai.
i dengan waktu penyelenggaraan uji
belum ditetapkan, maka tentang pe

Jika sampa an tulis,tem-

pat dan waktu ujian lisan
n waktu dan pemberitahuannya kepada Pelamar berla-

netapa
maksud dalam ayat (4) pasal 11 Pera

ku ketentuan seperti di

turan Daerah ini.
akannya ujian lisan susulan,ber-

Terhadap kemungkinan diad

laku ketentuan seperti dimaksud datlam pasal 15 Peraturan

Daerah ini.

Pasal 17

Untuk tiap-tiap mata pelajaran ujian tulis dikoreksi oteh 2

(dua) orang korektor.
Masing-masing korektor tidak boleh membuat cor‘etan-—core?'

an atau tanda-tanda lain pada kertas pekerjaan ujian yang <
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koreksinwva.,
F3). Masaing—-masinw o o
na korektor menyerabkan hasi! korek<inya kepa
da Ketua Paniti 1 ' : )
vtia Lijan dalam sampul tertutup denaan diberi
tanda "Rahasia".

(&), xetua Paniti : a s i

3 Panitia Upan membuka sampul dimaksud dalam  ayvat
{3) pasa! ini dihadapan Rapat Panitia Ujian pada waktu akan
menetapkan kelulusan,

(3). Jika antara nilai korektor pertama dan korektor kedua ter -
dapat perbedaan angka seperlima betul mutlak atau lebih,ma
ka pekerjaan ujian yang bersangkutan dikoreksi kembali.

(6}. Rapat Panitia Ujian untuk menetapkan kelulusan diadakan se
hari sebelum musyawarah desa seperti dimaksud dalam pa-

sal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1). Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menetapkan,

nahwa penyelengcaraan Ujian Penyarinaan diselenggarakan
di tingkat Kabupaten.

(2). Dalam hal giselenagarakan Ujian Pe:
al ini, maka Panitia seperti dimaksud

bertindak sebagaiPani-

yaringan seperti dimak

sud dalam ayat (1) pas
dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini
tia Ujian.

BAB V

MUSYAWARAH DESA
Pasal 19

(1). Untuk mengumumkan hasil ujian Penyaringan dan menetap =



(2).

(3).

(4).

(5).

(1).
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Qm diadakan Musyawarah Degy

lan calon yandy diusull r ' Yang
an ¢ iainnva vang di _
\ . pula oleh undangan lainnyd yang dipandang per|,
. n W AR i
dihadirt b . ceperti di
|i dalam hal diadakan Pemilihan seperti dimakg,q da
Kecuali d¢ o ‘ .
0 Peraturan Daerah ini, Musyawarah Des, dihg

lam pasal 3

diri oleh:
Kepala Desa dan Pamong Desa ;

lj Ketua—-Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Kampung ;

c. Pengurus L embaga Sosial Desa ;

4. Sesepuh Desa/tokoh masyarakat Desa ;

Musyawarah Desa dinyatakan syah, jika dihadiri oleh seky-
rang—kurangnya separoh lebih satu dari jumlah hak hadir a
tau unsur-unsur seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal inj

telah terwakili.
Dengan musyawarah untuk mufakat Musyawarah Desa mene-

tapkan calon untuk diusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) o
rang.

Jika Musyawarah Desa tidak mencapai kata sepakat menge-
nai calon yang diusulkan maka semua pelamar yang dinyatd

kan lulus ujian penyaringan diajukan kepada Kepala Daerah.

BAB VI
PENGANGKATAN

Pasal 20

Pamong Desa selain Kepala Desa diangkat oleh Kepala Das"

rah atas usul Desa melalui Camat dan Pembantu Bupatiyang

bersangkutan.
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(2). Desa mengajukan usul seperti dimaksud dalam ayat (1) pa -

(30 5

(4).

(3).

sal ini atas dasar Keputusan Musyawarah Desa seperti di -
maksud dalam ayat (4) pasal 19 Peraturan Daerah ini.
Camat dan Pembantu Bupati meneruskan usul Desa dimak -
sud dengan disertai pendapat dan pertimbangannya.
Apabila calon yang diusulkan memenuhi syarat dan dapat di
setujui, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan pe-

ngangkatan.
Pasal 21

. Kepala Daerah dapat metimpahkan wewenang pengangkatan

beberapa Pamong Desa tertentu kepada Pembantu Bupati a-

tau Camat.

. Dalam hal pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud dalam a-

yat (1) pasal ini Pembantu Bupati dan Camat mengeluarkan

Keputusan Pengangkatan atas nama Kepala Daerah.
Pelaksanaan pelimpahan wewenana seperti dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dae-
rah.

Pasal 22

Segera setelah Surat Keputusan Kepala Daerah seperti dimak <

sud dalam ayat (4) pasal 20 Peraturan Daerah ini dikeluarkan,

Kepala Desa mengumumkan dalam Musyawarah Desa.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pasal 23
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(1). Seorang Pamong Desa dapat diberhentikan untuk sements.,

karena - .
. dari yang berwajib, bahwa ia telah me|,.

a. adanya tuduha

kukan kejahatan ;

b. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangny

penghargaan serta kepercayaan penduduk atas dirinys ;

melakukan yang bersifat tercela, yang dapat mengakibat

kan merosotnya martabat dan wibawa Pamong Desa ;

d. melalaik
kan kepentingan jabatan maupun masyarakat ;

an tugas dan kewajiban sehingga dapat merugi -

e. melakukan pemberian dan atau menjanjikan akan membe -

rikan sesuatu pada waktu pencalonan.
(2). Wewenang memberhentikan sementara ada pada Kepala Dae-

rah atau Pejabat yang ditunjuk baik karena jabatan maupun

atas usul Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

(1). Untuk menjatuhkan tindakan berupa pemberhentian sementa-=
ra, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terlebih dahu

lu mendengar petimbangan Panitia Khusus yang dibentuk un-

tuk maksud tersebut.

(2). Panitia wajib memberikan pertimbangan, selambat-lambat -

nya dalam waktu 7 (tujuh) hari tehitung sejak persoalan

yang bersangkutan disampaikan.
Pasal 25

(1). Pemberhentian sementara selama—-lamanya untuk waktu 6 (e



(2).

(3).

)8

(2).
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nam) bulan.
Jika sampai waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal i-
ni belum diperoleh penyelesaian mengenai perkaranya, jang

ka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk selama-lamanya

6 (enam) bulan.

Jika alasan-alasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1)pa
sal 23 Peraturan Daerah ini tidak terbukti, sepanjang Ke -—-
putusan tersebut belum melampaui batas waktu 1 (satu) ta-
hun seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pember

hentian sementara dicabut dan yang bersangkutan dapat di-

tempatkan kembali.
Pasal 26
Jika Pamong Desa diberhentikan sementara, maka tugas we

wenangnya dirangkap oleh Pamong Desa yang setingkat le-

bih rendah atau setingkat lebih tinggi dari Pamong Desa

yang bersangkutan.
Kepada Pamong Desa yang diberhentikan sementara diberi-

kan penghasitan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasil

an yang telah ditetapkan, sedang sisanya diberikan kepada

pe jabat seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
BAB VIl
PEMBERHENT | AN

Pasal 27

(1). Pamong Desa diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
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a  meninggal dunia ;

endiri ;

atas permohonan s
yarat seperti dimaksuddalam Pasal

b.
tidak lagi memenuhi S

7 Peraturan Daerah ini ;
d. karena terbukti adanya alasan-alasan yang mengakibat -

kan pemberhentian sementara ;

waktu pemberhentian sementara telah melampaui 1 (saty)

e.
tahun.

f . atas putusan Pengadilan harus menjalankan hukuman pen
jara ;

g. tidak memungkinkan lagi melaksanakan tugas jabatannya.

(2). Pemberhentian atas dasar alasan-alasan seperti tersebut a

yat (1) huruf a, b dan f pasal 7 serta ayat (1) hurut d, e, f
dan g pasal ini dilakukan dengan pertimbangan keputusan

Musyawarah Desa.
Terhadap Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat

(3).

dapat diberikan penghargaan yang bentuk dan besarnya dite

tapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4). Selama lowongan jabatan Pamong Desa belum terisi makaha

sil bengkok Pamong Desa dimaksud masuk Kas Desa.
BAB [ X
PEJABAT PAMONG DESA

Pasal 28

(1). Jika lowongan jabatan Pamong Desa belum dapat diisi,Kepa

la Daerah menunjuk Pejabat Pamong Desa.



i =

(2). Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka

berlaku ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah ini.
BAB X
LAIN - LAIN

Pasal 29

Apabila datam suatu Desa tidak terdapat pelamar ataucalonyang
memenuhi syarat, pengisian lowongan jabatan Pamong Desa dise

rahkan kepada Kepala Daerah.
Pasal 30

(1). Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menetapkan
bahwa untuk pengisian iowongan jabatan Pamong Desa ter —
tentu diselenggarakan pemilihan.

(2). Dalam hal diselenggarakan pemilihan seperti dimaksud da-
lam ayat (1) pasal ini, maka Calon yang diusulkan sepertidi
maksud datam huruf d ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini
adalah Calon Terpilih.

(3). Tata laksana penyelenggaraan pemilihan ?’among Desa dite-

| tapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Biaya-biaya Yyang timbul dalam kegiatan pengisian lowongan ja-

batan Pamong Desa dibebankan kepada Kas Desa.
BAB XI

KE TENTUAN PERALIHAN



1R
Pasal 32

(D). Dengan bertakonya Pevatun an Daecalh i, ketentian-keten
' « ~ 3 .
uan pokok tentang Pendaftaran | litan Fenyaringan, Pery -

SIA! 2 2 ) R B " "

makatan, Pemberhentian Sementara dan Pembert.entian I "

mong Desa selai . .
ona Desa selain Kepala Desa vang ditetapkan dengan Siy-

rat Keputusan Bupati Kepata Daerah Tingkat || Banyumas

tanggal 24 April 1976 Nomor 63/1/2/Kdh dinyatakan tidak "
berlaku ltagi.

(2). Pamong Desa yang ada pada waktu berlakunya Peraturan
[Paerah ini dinyatakan telah diangkat sesuai dengan Peratu

an Daerah ini.
BAB X111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1). Peraturan Daerah ini disebut ""Peraturan Daerah Tentang
Pendaftaran, Ujian Penyaringan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa selain

Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas' .

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iniyang
bersifat Pelaksanaan akan diatur lebih tanjut dengan Kepu~

4 - - annya.
tusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksand

: - : iundang
(3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diut -

kan.

i ngan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundand

a
s ran Da
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam | emba
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erab.
Purwokerto, 2 Juni 1979
Dewan perwakilan Rakyat Bupati Kepala Daerah Tingkat 11|
Daerah Kabupaten Daerah Banyumas,
Tingkat || Banyumas
Ketua,
KISWORO ROEDJITO

Kepala Da-

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur
14 Maret

erah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal

1980 No. 188.3/250/Tahun 1980.
Desember 1980 dan dimuat dalam

Diundangkan pada tanggal 15
Daerah Tingkat || Banyumas Seri

Lembaran Daerah Kabupaten
D Nomor 8 Tahun 1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il
BANYUMAS
U.b. Sekretaris Wi|ayah/Daerah )

Drs. J. SOEHARDJO
N | P 010 026 588
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PENJELASAN

PERATURAN DALRAH KABUPATEN DAERAH  TINGKAT 11
BAYUMAS

NOMOR : 7 TAHUN 1979
TENTANG

PENDAF TARAN, UJIAN PENYARINGAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENT IAN PA-
MONG DESA SELAIN KEPALA DESA

| . PENJELASAN UMUM

Desa sebagai suatu lingkungan kehidupan dan Desa sebagal
suatu lingkungan Pemerintahan merupakan suatu bagian masyara
kat dan wilayah yang mempunyai arti cukup penting sebagaimana
kemudian disebut '""Desa adalah Sendi Negara''.

Pokok pemikiran yang demikian itu adalah karena berdasarkan

kenyataan, bahwa Desa memegang peranan penting dalam kehi-

dupan Negara dan Pemerintah.
Di Desa itulah pada hakekatnya terjadi penyelenggaraan sebagi-
an besar dari program-program Pemerintah.

Untuk keberhasilan program-program Pemerintah yang jus
tru sebagian besar pelaksanaannyaberadadiDesa,makaperlu-se
nantiasa diusahakan peningkatan demi peningkatan segenap Apa-
raturnya, sehingga pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Desa

dapat berjalan dengan lancar. Upaya-upaya peningkatan ini ter-

tuju juga kepada sarana-sarananya sehingga pada saatnya akan

tercipta suatu Pemerintahan Desa yang kuat dengan susunan A-

paratur yang tepat guna serta bersih dan berwibawa.

lu



= 2 =

: ala Desa sebagai salah
agi Kep satu unsyr
B Aparat Pemerin-

n Desa telah terdapat pengaturannya

. » Sedang bag; Pamong

18U Aparat Desa lainnya belum diatur oleh Peraturan
ar yang

. - le-
bin tinggi seninggd perlu ditetapkan Peraturan Daerah yan
9 me-

qatur unsur Pamong Desa selain Kepala Desa.

Landasan pemikiran Pengaturan Pamong Desa selain KepalaDe-
&6 cebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah inj adalah u-
pAya menciptakan Pemerintahan Desa yang bersih dan kuat Yak
dapat menjamin kemantapan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah
an dengan mekanisme yang dapat mencapai daya guna dan hasil
guna yang maksimal.

Dalam Peraturan Daerah ini tersurat dan tersirat pula prinsip
perwujudan dan fungsi Pamong Desa selain Kepala Desa dalam
kedudukannya sebagai pembantu Kepala Desa, persyaratan mini
mal serta kemungkinan terbukanya jenjang karier bagi Pamong
Desa tersebut tanpa mengesampingkan hak-hak dan aspirasi ma-
syarakat desa sebagai lingkungan kehidupan dengan ciri-cirinya
yang khusus. Prinsip-prinsip yang mengenai Undang-Undang Da
sar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
-pokok Pemerintahan di Daerah harus pula dijadikan sumber pe-

gangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a : cukup jelas.
huruf b : cukup jelas.
huruf ¢ : cukup jelas.

huruf d : - angka 4



huruf e
huruf f
huruf g

Pasal 2 ayat (1) :
ayat (2) :

Pasal 3 ayat (1) :

ayat (2)

o DY e

pengertiannya ialah Penduduk Desa yang o-
leh Masyarakat Desa dipandang sebagai o-
rang yang pernah berjasa atau dianggap me
miliki keahlian, sehingga pandangan/penda
patnya diperlukan oleh masyarakat Desa,

seperti Alim Ulama, Cendekiawan dsb.

- angka 5.

dimaksudkan untuk memberikan kemungkin-
arn mengundang serta orang-orang tertentu,
misalnya orang dari lingkungan di mana ja-
batan Pamong Desa itu lowong, pemuka se-

bagai lapangan kekaryaan seperti : wanita,

pemuda, tani dsb.

: cukup jelas.
: cukup jelas.

: cukup jelas.

cukup jelas.
jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak

keluarnya Surat Keputusan tentang penetap
an kematiannya atau pemberhentiannya.

dengan ayat ini berarti, apabila dipandang

perlu atau karena sesuatu alasan tertentu

lowongan jabatan Pamong tidak atau tidak

segera diisi.

: cukup jelas.



sal 4 ayat

(1)

ayat (2)

ayat

Pasal 5

Pasal 6 ayat
ayat
ayat
ayat

ayat
ayat

Pasal 7 ayat (1)
ayat (2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

: yang dimaksud dengan ¢

—~—

h amilij Sistim

usaha pengangkatan p
among Degg ¢

tidak mep,

tivitas, .

ta-mata mendasarkan Pertimba

dasarkan kepada obyek

Calon dengan quong Desa, Kepala De
S
dan Panitia Ujian. a

: arti diutamakan diusulkan adalah hal nilaj

hasil ujian sama dan Syarat-syaratnya sa

ma-sama terpenuhi.
- termasuk di dalamnya warga Desa yang
pernah menjadi Pamong, anggota Hansip /

Wanra atau bekas pengurus Lembaga Desa.

: oleh karena Kayim/Modin merupakan Pa-

mong Desa yang bidang tugasnya erat seka-

li kaitannya dengan masalah keagamaan.

: cukup jelas.
: cukup jelas.
: cukup jelas.
: cukup jelas.

. Cukup jelas.

: cukup jelas.

: cukup jelas.

: cukup jelas.

. — oleh karena Carik dan Tukan

g Uang bi-



Pasal 8
Paslal 9

Pasal 10
Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

ayat (3)

ayat (4)

ayat
ayat
ayat

ayat
ayat
ayat
ayat

ayat
ayat
ayat
ayat
ayat
ayat

ayat

ayat

(1)
(2)

(3) &

(1)

(2) :
(3) :

(4)

(1)
(2)

(1) :

(2)
(1)
(2)
(3)

(1)

-24 -
dnnqluqnsnyaunenuwﬂukarnkcahhan,khu_
susnya bidang administrasi.

_ Dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat g,

lajar.

. cukup jelas.

cukup jelas-

. cukup jelas.
. cukup jelas.

. cukup jelas.

cukup jelas.

: cukup jelas.

: cukup jelas.

cukup jelas.

cukup jelas.

: cukup jelas.

: cukup jelas.

: cukup jelas.

cukup jelas.

: cukup jelas.
: cukup jelas.
: cukup jelas.
: agar apabila kemudian berhasil menjadi P2

“mong, sudah dapat memahami dan mengha ~

yati Program-program Pemerintah.

: cukup jelas.



T dead) -

ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) :cukup jelas.
ayat (4) : cukup jelas.

pasal 16 ayat (1) :cukup jelas.
ayat (2) :cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

pasal 17 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : cukup jelas.
ayat (4) : cukup jelas.
ayat (5) : cukup jelas.
ayat (6) : cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Jika terjadi, untuk beberapa Desa terda -
- pat beberapa lowongan Pamong, dan atau
hal-hal lain yang dapat menimbulkan kera

wanan.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : cukup jelas.
ayat (4) : cukup jelas.
ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : cukup jelas-



ayal

Pasal 21 ayat

ayat,

ayat
Pasal 22
Pasal 23 ayat

ayat
Pasal 24 ayat

ayat
Pasal 25 ayat
ayat
ayat
Pasal 26 ayat
ayat

Pasal 27 ayat

(4)
(1)

(2)
(3)

(1)
(2)
(1)

(2)
(1)

(2)-:

(3)
(1)
(2)

(1)

: dengan ayat ini, ap

: Penentuan ini hanya bersifat pokok, s€

_ 26 - g

. cukup jelas.

abik)dipandang;u”1u’
mmnwcnnng;)cngangkatan dapat dilimpahkan
kepada Pembantu Bupati, misalnya untuk

pengangkatan Bau, Carik dan Tukang -
ang, atau kepada Camat, misalnya untuk

Kebayan, Ulu-ulu Desa, Kayim danPolisi

Desa.

: cukup jelas.
: cukup Jelas.
: cukup jelas.
: cukup jelas.

: cukup jelas.

. untuk obyektivitas serta pemberian kesem

patan bagi yang berjsangkutan untuk mem -

bela diri.

: agar persoalannya tidak terkatung-katung.

: cukup jelas.

cukup jelas.

: cukup jelas.

: cukup jelas.

dang untuk pelaksanaannya dengan memper
hatikan keadaan umur tanaman yang ada P2
da saat tindak pemberhentian, penentuan ~

nya dicantumkan.

: cukup jelas.
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ayat (2) :cukup jelas,
ayat (3) i cukup jelas,
ayat (4) :cukup jelas,

ayat (5) 1 cukup jelas,

Pasal 78 ayat (1) : Apabila untuk sesuatu lowongar jabatan Pa
mong belum dapat diisi dan atau tidak per-
lu diisi lagi.

ayat (2) : Tentang pejabat yang ditunjuk serta peng -
hasilannya.

Pasal 29 : Untuk menampung kemungkinan bahwa di su
atu Desa tidak terdapat pelamar atau tidak
terdapat pelamar yang memenuhi syarat.

Pasal 30 ayat (1) : Kemungkinan dalam hal pengisian jabatan
lowongan calon Pamong Desa tidak dapat
terselesaikan dan atau terdapat hal-hal la
in yang dapat mempengaruhi keadaan desa,
sehingga perlu ditempuh prosedure pemi -

lihan.
ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 31 . Pembebanan biaya pengisian lowongan ja-
batan Pamong Desa pada prinsipnya kepa=

da Desa yang bersangkutan; bagi desa

yang tidak mampu, maka termasuk penger-

tian sebagaimana tersebut dalam pasal 29,

yaitu permasalahan blaya diserahkan kepa

da Kepala Daerah.
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Pasal 32 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) :cukup jelas.

Pasal 33 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) :cukup jelas.

Purwokerto, 2 Juni 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Bupati Kepatla Daerah Tingkat ||
Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat || Banyumas Banyumas,

Ketua,

KISWORO ROEDJITO




